
 

BAB V 
PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

1. Pancasila dalam kedudukannya sebagai ideologi negara tidak memiliki legitimasi secara 

yuridis. Secara ekplisit dalam naskah hukum manapun, termasuk di dalam UUD 1945, Frasa 

Pancasila sebagai ideologi negara tidak disebutkan. Namun dalam praktiknya, Pancasila 

lebih sesuai untuk didefinisikan sebagai bagian dari sistem hukum itu sendiri, yang bisa 

dipersamakan posisinya sebagai rule of recognition dan primary rules dikarenakan posisinya 

yang tertulis dan bagian yang tidak terpisahkan dari pembukaan UUD 1945, dan bukan lagi  

sebagai ideologi.  

2. Karena Pancasila tidak memiliki dasar landasan secara yuridis untuk dapat dikatakan 

sebagai ideologi negara, dalam hal ini lahirlah BPIP yang dapat dipersamakan dan 

dikategorikan sebagai aparat ideologi negara, dengan fungsi memberikan sosialisasi, 

pendidikan, penanaman, serta mengontrol gerak jalan dan tafsir terhadap nilai Pancasila 

sebagai ideologi negara, atau yang disebut dengan ideology of state apparatus (ISA) 

sebagaimana yang dirumuskan oleh Althusser dalam bukunya yang berjudul On Capitalism. 

3. Mulanya, yang dimaksud dengan ideologi adalah sebuah ide-ide abstrak yang cenderung 

bersifat sebagai kepercayaan atau belief  serta universal, seharusnya tidak boleh dikontrol 

dengan institusi manapun, ia bersifat terbuka dan senantiasa dinamis dalam pemahaman 

masing-masing individu warga negara. BPIP sebagai lembaga pengawas dan yang 

mengontrol gerak jalan Pancasila tentunya justru mengikis esensi Pancasila sebagai ideologi.  

5.2 Saran/Rekomendasi 

Untuk memperkaya diskusi tentang status pancasila, tulisan akademis ini akan 

memberikan cara pandang lain dalam melihat pancasila, memungkinkan kebebasan berpikir 

dan menguji cara berpikir dogmatis yang cenderung memberikan definisi final. Senantiasa 

menghasilkan diskusi secara terus-menerus. Maka, dalam hal ini sangat mendorong para 

pembaca untuk : 



 

1. Tidak menutup pikiran serta memberikan justifikasi final, dan berani menyatakan bahwa 

pancasila harus terus diuji dengan nalar kritis terkait penerapannya dalam sistem hukum 

Indonesia. 

2. Meninjau kembali berpikir ideologis sebagai pakem berpikir yang sarat dengan 

hegemonik dan dominasi kekuasaan, oleh karena itu ia perlu dikaji dan selalu dipertanyakan 

ulang melalui cara-cara berpikir filsafat. 

3. Melihat kembali Pancasila sebagai ide abstrak dan meta yuridis berdasarkan asas “Ubi jus 

incertum, ibi jus nullum”. Bahwa sesuatu yang abstrak dan tidak pasti bukanlah disebut 

sebagai hukum. 
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